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PERATURAN MENTERI 

DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 19 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG  

PEDOMAN UMUM PENDAMPINGAN MASYARAKAT DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang    :   a. bahwa untuk memperkuat peran pendampingan 

masyarakat desa sesuai dengan susunan organisasi dan 

tata kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu dilakukan 

penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 18 Tahun 2019  tentang  Pedoman  Umum  

Pendampingan Masyarakat Desa; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman 
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Umum Pendampingan Masyarakat Desa; 

 

Mengingat      :   1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321);  

5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 192); 

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 

tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat 

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1262); 

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
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(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1256);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN 

DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 18 

TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PENDAMPINGAN 

MASYARAKAT DESA. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 

Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan 

Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 1262) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1.   Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut 

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan,  kepentingan  

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak 

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2.   Sustainable Development Goals Desa yang 

selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya 

terpadu pembangunan Desa untuk percepatan 

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. 

3.   Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan 
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kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas 

pemerintahan Desa, pembangunan Desa, 

pembentukan dan pengembangan badan usaha 

milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa 

bersama, peningkatan sinergitas program dan 

kegiatan Desa, serta kerja sama antar Desa untuk 

mendukung pencapaian SDGs Desa. 

4.   Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut 

BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan 

oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna 

mengelola usaha, memanfaatkan aset, 

mengembangkan investasi dan produktivitas, 

menyediakan jasa pelayanan, dan/atau 

menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

5.   Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya 

disebut BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang 

didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih. 

6.   Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan 

pemberdayaan masyarakat Desa melalui asistensi, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pendampingan 

Desa. 

7.   Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

8.   Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang 

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9.   Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan 

kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

10. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses 

tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah Desa dengan melibatkan badan 

permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat 

Desa secara partisipatif guna pemanfaatan dan 
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pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka 

mencapai tujuan Pembangunan Desa. 

11. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa 

untuk pengembangan usaha bersama,  kegiatan 

kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, 

pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan 

ketertiban.  

12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem 

pengelolaan Pembangunan Desa dan Perdesaan 

yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan 

mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan 

kegotongroyongan guna mewujudkan 

pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 

13. Pendataan Desa adalah proses penggalian, 

pengumpulan, pencatatan, verifikasi, dan validasi 

data SDGs Desa, yang memuat data objektif 

kewilayahan dan kewargaan Desa, berupa aset dan 

potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk 

pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah 

ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan 

sebagai bahan rekomendasi penyusunan program 

dan kegiatan Pembangunan Desa, serta berbagai 

data dan informasi terkait lainnya yang 

menggambarkan kondisi objektif Desa dan 

masyarakat Desa. 

14. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan 

data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang 

disediakan Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta 

dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan 

fasilitas perangkat lunak dan perangkat  keras, 

jaringan, dan sumber daya manusia untuk 

disajikan menjadi informasi yang berguna dalam 

peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan 

publik serta dasar perumusan kebijakan strategis 

Pembangunan Desa. 

15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 
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